BUPAT! PESISIR SELATAN
PROYVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
HOMOR 140/ G JKpls/ BPT-PS/ 2023
TENTANCG

PEMBERHENTIAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKD TAFAN,

WALI NAGARI BINJA

Menimbang

Mengingat

| TAPAN, WALl NAGAR] TALANG KOTO PULAL TAPAN,
DAN WALI NAGAR] KUBL TAPAN

PERIODE TAHUN 2016 SAMPA DENGAN TAHUN 2024

© Al

BUPATI PESISIE SELATAN,

bahwa masa jabatan Wali Nagan Sungai Gambir Sake Tapan,
Wali Nagari Binjai Tapan, Wak Nagari Talang Koto Pulai Tapan,
dan Wali Magari Kubu Tapan Periode Tahun 2016 sampat dengan
Tahun 2022 berakhir pada tanggal 6 Januari 2023, dan untuk
tertih administrasi pemerintahan periu ditetapkan Keputusan
Pemberhentian Wali Nagari,

bahwa herdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Reputusan Bupati tentang
Pemberhentian Wali Nagan Sungai Cambir Sako Tapan, Wali
Magari Binjai Tapan, Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan, dan
Wali Nagari Kubu Tapan Periode Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Ctonom Kabupaten [alam Lingkungan Daerah Propinsi
gumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Momor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l Sarolangun-Bangko dan Daerah
Tingkat 1l Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sehagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tertang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor
5587, sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipia Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,



Menetaplkan
KESATU

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrast
Pemerintahan |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomaor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor S001);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanann Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Deaa
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5530,
sehagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201%9 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lentang
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321},

& Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
a0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dess, sebagaimara
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterd Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

& Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor T Tahun 2018
tentang Nagari;

9, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

10, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari,
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Momor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan Saudara:

a. ![-l‘a CJALISMAN, M, sebagai Wali Nagari Sungal Cambir Sako
pan;

b. H. JAMIRUS, sebagai Wali Nagari Binjai Tapan;

c. ZAIPUL IRAWAN, sebagai Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan; dan

d. SYAFRIADI AHMAD, sebagai Wali Nagari Kubu Tapan '

Periode F’::hun _EBIL sampai dengan Tahun 2022, dengan
mengucapkan terima sih atas jasa - jasa dan pengabdi
telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Wali Hnga]riil.n =



KEDUA

KETIGA

Pemberhentian sehagaimana dj i
. maksud dalam Diktum KESATU
terhadap penghasilan, tunjangan dan honor sebagai Wali Nagari s

Keputusan Bupati ini mulai berlaky pada i

| : tanggal 6 Januar 2023,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

[Dntetapkan di Painan
Pada tanggal ® Januari 2023
i,

BUPAT IR SELATAN,




' w?

BUPATI FESISIE SELATAN
PROVINS] SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 77 /Kpts/BPT-PS /2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT WALl NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN,
PENJABAT WALI NAGARI BINJAI TAPAN, PENJABAT WALI NAGARI TALANG KOTO
PULAI TAPAN, DAN PENJABAT WALI NAGARI KUBL TAPAN

Menimbang

Mengingat

i

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa masa jabatan Wali Nagan Sungai Gamhir Sako Tapan,
Wali Nagari Binjai Tapan, Wali Nagari Talang Koto Pulai
Tapan, dan Wali Nagari Kubu Tapan Periode Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2022 telah berakhir pada tanggal 6
Januari 2023, dan untuk mengisi kekosongan jabatan Wali
Magari dalam penyelenggaraan Pemihban Wali MNagari
Serentak, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Wali
Magari;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Magari, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali MNagari
dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagan Serentak,
Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Keputusan
Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai
Gambir Sako Tapan, Penjabat Wali Nagari Binjai Tapan,
Penjabat Wali Nagari Talang Koio Pulai Tapan, dan Penjabat
Wali Nagari Kubu Tapan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1936 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah [Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 1956 Nomor 25|, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat 1l Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2735];

Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 MNomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); :



Memperhatikan

L

1,

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah  beberapa  kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomaor 11 Tahun Eﬂ"-i':ﬂ
tentang Cipta Kerjn [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 MNomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Repubilik Indonesia Nomor G573,

Undung-Undang Nomor 30 Tabun 20014 tentang Administrasi
Pemerintahan [Lembaran Neganra Republik Indonesia Tahu_1|
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Fepullik
Inmelomesia Momaor SO0

Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 entang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 MNomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubshan Kedua Atas Feraturan
Pemerintah Nomor 43 Tabhun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daersh, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen ."‘ilumnr_
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Megeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2013
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri MNomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mentern Dalam Nepenn Nomor 82 Tahun 2013
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Daerah Provins: Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Nagan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan MNomor 4 Tahun 2018 fentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 21 Tabhun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Magar.

: Burat Camat Hanah Ampek  Hulu  Tapan Nomor

140/ 446 /CRAH /2022 wnggal 7 November 2022, penhal Usulan
P Wali Nagan,
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN !

Mengangkat
a. Nama JHONY GUSRIL, SH
NIF v 159890822 201502 1 003
Jabatan . Kepala Seksi Pelayanan
Sebapgai Penjabat Wali Nagari Sungni Gambir Sako Tapan
b. Mama ¢ MIFTAHUDIN, SH
MIP c 19791212 200604 1 027
Jabatan . Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Perekonomian
Sebagal Penjabat Wali Nagari Binjai Tapan
. Nama : FATRIALISMAN, 5 Hut
MI1P - 19790919 200604 1 008
Jabatan - Kepala Scksi Kesejahteraan Sosial
Sebagai Penjabat Wali Nagan Talang Koto Pulai Tapan
d. Nama . DENI SUSILA, SE, MM
HIP - 19770412 200701 2 o0
Jabatan - Kepala Seksi Pemerintahan

Sebagal Penjabat Wali Nagan Kubu Tapan.

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, berhak memperoleh tunjangan Yang besarnya
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan.

Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, berlaku paling lama 1 |satu} tahun dan
dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua] kah dalam masa
jabatan yang sama.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan,
dengan ketentuan apabila dikemudian han terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal ¥ Januari 2023
IR SELATAN,





{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

